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EFFECT OF ACTIVE BILLING ACTION AGAINST 
LIQUEFACTION TAX ARREARS 
( Study at KPP Pratama Makassar Barat) 
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Rusman Thoeng 
 
Target penerimaan pajak yang tidak terealisasi merupakan masalah besar yang 
harus segera di evaluasi supaya kebijakan selanjutnya akan membawa dampak 
positif untuk penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar. Penelitian ini memakai metode analisis regresi linear 
sederhana, dan data diolah menggunakan SPSS versi 21. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap 
pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah surat - surat yang diterbitkan oleh 
KPP Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif berpengaruh 
terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan aktif dengan surat 
teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan 
faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. 
 
Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, surat perintah melaksanakan 
penyitaan, Pencairan Tunggakan Pajak 
 
 
The tax revenue target is not realized is a big problem that must be in the 
evaluation of that policy will bring positive impact for the reception countries. This 
research was done in the KPP Pratama Makassar Barat. This research wearing 
simple linear regression analysis method, and data processed using SPSS 
version 21. This research aims to determine the effect of the active billing action 
against the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Makassar Barat. Results 
of this research prove that the number of letters published by KPP Pratama 
Makassar Barat as the executor of the active billing action affect the 
disbursement of tax arrears. The active billing actions which includes the warning 
leter, forced letter, and seizure letter is a factors that determine the high to low of 
disbursement of tax arrears 
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1.1 Latar Belakang 
            Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, 
karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam 
negeri yang paling utama. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman 
luar negeri.  Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu 
negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar 
pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat 
diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari 
partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran 
negara. 
            Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, self assessment, official 
assessment, dan withholding tax. Indonesia menganut sistem self assessment 
berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam UU Nomor 
28 tahun 2008 (Undang-Undang KUP) khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan 
menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan. 
Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam 
self assessment system ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib 
pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya 





Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat 
sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. 
Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan 
fiskus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (law 
enforcement) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. Tujuan dari penerapan law enforcement adalah agar wajib pajak 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan 
dalam undang-undang perpajakan Indonesia (Siahaan, 2004:1). 
Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai law enforcement agent. Hal 
tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan 
pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala, law enforcement 
(penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten 
(Rusjdi, 2007:10). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik 
diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara 
kepentingan masyarakat, wajib pajak dan kepentingan negara.  
Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka 
tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi 
dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan 
tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan 
sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam 
melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan 
timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan 
tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 






Tabel 1.1  Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2012 - 2014 
TAHUN JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK 
2012 Rp 46.924.282.826 
2013 Rp 53.870.138.682 
2014 Rp 68.593.504.982 
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Barat 
Dari tabel di atas memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah 
tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2014 pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan 
sebesar Rp 6.945.855.856 atau sekitar 1,29 % dan selanjutnya pada tahun 2014 
juga terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 14.723.366.300 
atau 2,14 %. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan 
penagihan aktif yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. 
Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya 
reformasi, undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan 
surat paksa, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh wajib 
pajak masih menjadi hambatan yang besar. Penyebab timbulnya tunggakan 
pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, 
pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan 
hukum, dan pola-pola perilakuan hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen 
Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, 
diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari 
serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka 
mencairkan tunggakan pajak yang terjadi (Gunadi, 2004:116).  
Tindakan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan surat teguran 
yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang 





diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan 
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak 
atau penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi 
secara tegas kepada penanggung pajak yang dari tahun ke tahun selalu 
meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.  
Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan 
dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum 
bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir 
dalam pemegang peranan penting di bidang perpajakan.  
Penelitian yang dilakukan oleh Marhaendi (2012) menemukan bahwa 
tindakan aktif dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 
Tamansari Satu Jakarta. Berbeda dengan hal itu, Rainoris (2015) dalam 
penelitiannya di KPP Pratama Jakarta Kalideres, menemukan bahwa penagihan 
aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan 
penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.    
Melihat kondisi tersebut dan adanya research gap dari penelitian 
terdahulu, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke 
dalam penelitian yang berjudul: “Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif 
Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak 














1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
Apakah tindakan penagihan aktif  berpengaruh terhadap pencairan 
tunggakan pajak  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tindakan 
penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Barat. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 
perpajakan dan memberi pengalaman belajar yang dapat 
mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang 
telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk 
penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi. 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan 
pajak agar jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan 
sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja 





1.5 Ruang lingkup  Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan data variabel mulai tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014 dan penelitian ini dibatasi hanya pada satu Kantor Pelayanan 
Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan         
       Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
        Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini. 
Bab III Metode Penelitian 
       Pada bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian 
dan defenisi operasional, instrument penelitian dan analisa data. 
Bab IV Hasil Penelitian 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara 
umum atas objek penelitian serta membahas dan menganalisis data-data yang 
didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis regresi. 
Bab V Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-








2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (teori bakti) 
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) 
dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. 
Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan 
sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk 
membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara 
untuk memimpin masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban 
pajak mutlak (Pohan, 2014:4), dalam pemahaman yang sederhana teori bakti 
mengenai : 
1. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara 
2. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada 
hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya 
3. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara 
Teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara, 
maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan 
kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi 
suatu tanda bakti rakyat kepada negara. Dalam rangka menciptakan 
keseimbangan. Mansyuri (1996) mengatakan bahwa dengan memperhatikan 
seluruh kepentingan dengan memegang teguh the equity principle yakni 





wajib memikul beban pajak membutuhkan kesamaan dan keadilan dalam 
pemungutan pajak (Satyawan dan Venusita, 2014:80).  
Relevansinya dengan penelitian ini adalah hukum pajak harus diterapkan 
tanpa pengecualian bagi semua orang wajib pajak dalam keadaan yang sama. 
Terdapat dua makna yang terkandung didalamnya yaitu prosedural yang 
esensial dan subtantif, bahwa hukum harus diterapkan secara keseluruhan 
apapun status dari orang yang terlibat tersebut. Hal ini berarti tidak ada 
seorangpun dapat memperoleh perlakuan khusus atau diskriminasi dalam 
penerapan hukum yang dilakukan kepadanya. Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 9 
UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2000, disebutkan bahwa:  
Penagihan adalah serangkaian tindakan aktif agar penanggung pajak 
dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.  
Dalam peraturan undang-undang di atas peneliti hanya mengkaji 
penagihan aktif yang dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi 
untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang 
telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga diindahkan oleh wajib 
pajak, pajak yang terhutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan 














2.1.2.1 Pengertian Pajak 
Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban 
kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh 
negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin 
kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang 
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut 
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. 
Oleh karena itu sangat penting disimak beberapa pengertian pajak yang 
dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan 
pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama.  Ketentuan 
menurut Undang-Undang  KUP Nomor 16 tahun 2008 menjelaskan bahwa:  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Smeeths (1951) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang 
terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah 
membiayai pengeluaran pemerintah (Bohari, 2012:23).  Djajaningrat (1990) 
menyatakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 
pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
hukuman, tetapi sesuai menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh 





langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum (Muljono, 
2010:1).  
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 
unsur-unsur:  
1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 
negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang. 
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaanya. 
3. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung. 
4. Dapat dipaksakan. 
5. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.  
 
2.1.2.2 Fungsi Pajak 
       Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi 
penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan (budgetair), 
pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (reguleren), pajak sebagai alat 
untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi. 
Contoh: 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 





2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak 
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat sebagai berikut.  
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masin. Sedang adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
majelis pertimbangan pajak.  
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya.  
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat.  
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)  
Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 








5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.  
Contoh:  
a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 
tarif.  
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%  
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi 
Badan maupun perseorangan (orang pribadi).  
 
2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak 
Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, 
yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.  
1. Menurut golongannya  
a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan 
oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang 
bersangkutan.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh)  
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. 
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang 







2.  Menurut sifatnya  
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan.  
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.  
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang 
mewah (PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB), dan bea 
materai (BM). 
3. Menurut lembaga pemungutnya  
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan 
pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan 
(PBB), dan bea materai (BM).  
b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.  
Contoh: pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan 
bermotor. 
 
2.1.2.5 Tarif Pajak 
Ada 4 macam tarif yang dikemukakan Mardiasmo (2011:9) sebagai 
berikut.  
1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 





Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan 
dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.  
2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah (sama) terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak yang terutang tetap.  
Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 
nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.  
3. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar.  
Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 
pribadi dalam negeri.  
Tabel 2.1 Tarif Pajak Pasal 17 PPh orang pribadi dalam negeri 
Lapisan Penghasilan Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp 500.000.000,00 25% 
Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
 
4. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar.  
 
2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak 
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas 
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian 
pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu 
pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2010:13) asas-asas 








1. Equality  
Pemungutan harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada 
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak 
atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 
2. Certainty  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
3.  Economy  
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 
pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban 
yang dipikul wajib pajak. 
 
2.1.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pajak dapat 
dikelompokkan menjadi:  
1. Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 
lain: 
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
2. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 





a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang.  
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 
undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
2.1.3 Utang Pajak 
2.1.3.1 Kewajiban Pajak 
Pasal 1 UU KUP nomor 28 tahun 2008 memberikan definisi wajib pajak 
sebagai berikut: 
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 
pemotong pajak tertentu.  
 
Dalam hukum pajak, terdapat dua jenis kewajiban pajak yang menjadi 
dasar mengapa setiap orang harus membayar pajak yang terutang. Kedua 
kewajiban tersebut adalah kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. 
Pada dasarnya setiap orang yang tinggal dan atau memiliki hubungan ekonomis 
dengan Indonesia akan memiliki kewajiban pajak dengan Indonesia. Hal ini 
disebut sebagai kewajiban pajak subjektif. Semua orang yang berdomisili di luar 
negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai hubungan ekonomi 
dengan Indonesia. Sedangkan kewajiban objektif, yaitu kewajiban pajak yang 
ada hubungannya dengan objek pajak. Seseorang yang telah memenuhi 
ketentuan undang-undang tentang objek pajak, misalnya memperoleh 
penghasilan yang dikenakan pajak, membeli barang kena pajak, memiliki rumah, 
akan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum 
pemungutan suatu jenis pajak. Seseorang yang memperoleh penghasilan di 
Indonesia akan dikenakan PPh, seseorang yang memiliki rumah akan dikenakan 





sebagainya. Mereka semua dikenakan pajak tidak hanya karena mereka orang 
Indonesia dan berada di Indonesia, tetapi terlebih karena mereka memenuhi 
syarat tentang kewajiban pajak objektif, sesuai dengan yang ditentukan oleh 
undang-undang pajak yang bersangkuatan (Siahan, 2007:117). 
 
2.1.3.2 Utang Pajak 
Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 
angka 8 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang lebih luas cakupannya 
dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam UU KUP.  
Menurut Soemitro (1988) menyimpulkan “utang pajak adalah utang yang 
timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih 
secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya seperti dalam hukum 
perdata”. Pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung, tentunya 
dengan cara-cara yang dilindungi oleh undang-undang. Paksaan ini dapat 
berupa penyitaan barang-barang wajib pajak yang disusul dengan penjualan 
barang-barang sitaan tersebut baik secara lelang maupun non lelang, bahkan 
bila perlu ada paksaan badan berupa pencegahan berpergian ke luar negeri 
maupun penyanderaan. Paksaan semacam itu memang sangat diperlukan, yaitu 
untuk meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. 
Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang 







1. Ajaran Materil  
Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya 
undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan 
atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten 
dengan penerapan self assessment system. 
2. Ajaran Formil 
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya 
surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan 
penerapan official assessment system. 
 
2.1.3.3 Pengertian Tunggakan 
Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum 
dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang 
pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum 
dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun 
penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau 
dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kas negara 
atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperingan wajib 
pajak, maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. 
Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka 
kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah 
tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak 
(Hidayat & Cheisviyanny, 2013:6).  
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul 
apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah 





pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat 
ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 
putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah, tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu 
yang ditetapkan.  
 
2.1.3.4 Berakhirnya Utang Pajak 
Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus 
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 
1. Pembayaran  
Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat 
setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak 
dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank 
persepsi. 
2. Kompensasi  
Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan 
pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat 
dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun 
dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang. 
3. Daluwarsa  
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan 
kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas 







4. Penghapusan utang  
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang 
bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak 
yang berwenang. 
5. Pembebasan  
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena 
ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan 
kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal 
maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu 
tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. 
 
2.1.4 Penagihan Pajak 
2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak 
Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila wajib pajak ternyata tidak 
membayar pajak tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa 
wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk 
penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang 
pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan pajak adalah 
serangkaian tindakan dari aparatur direktorat jenderal pajak karena wajib pajak 
tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran 
pajak (Soemitro, 1991: 76). Menurut pasal 1 Nomor 9 UU tentang penagihan 
pajak dengan surat paksa nomor 19 tahun 2000 menyatakan: 
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung 
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 






Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak 
memiliki lima unsur yaitu: 
1. Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
2. Serangakaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu 
penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan 
bedasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), sampai dengan 
pelaksanaan lelang. 
3. Aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu jurusita pajak yang telah 
memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak. 
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak. 
5. Undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu UU No.19 tahun 2000  
tentang Penagihan pajak dengan surat paksa serta peraturan pelaksanaan 
yang mengaturnya. 
 
2.1.4.2 Cara Penagihan Pajak  
Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak terdapat dua jenis 
kegiatan yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan 
pajak aktif. Berdasarkan penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan 
penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan 
tindakan yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi 
utang pajak. 
Kegiatan penagihan pajak pasif meliputi penerbitan surat tagihan pajak 





kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan surat keputusan pembetulan (SK 
Pembetulan), surat keputusan keberatan (SK Keberatan), dan putusan banding 
oleh seksi terkait hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan 
kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif 
dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita 
dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib 
pajak atau penanggung pajak (Nadhiastutie, 2010:7). Sehingga berdasarkan 
pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan 
penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak 
sebelum penagihan aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya 
kesadaran yang tinggi dari wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi 
utang pajaknya. 
 
2.1.4.3 Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak Aktif 
Apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau 
membayar pajak tidak sebagaimana mestinya maka dilakukan tindakan 
penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya penagihan ini fiskus 
berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan 
pajak, tetapi akan diikuti dengan mengirim surat teguran, surat paksa dan 
dilanjutkan dengan tindakan sita (Siahan, 2007:356).  
Pudyatmoko (2009:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan 





1. Pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan surat teguran oleh 
pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak 
saat jatuh tempo pembayaran.  
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah 
disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun 
menunda pembayaran pajaknya.  
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 
penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak diterbitkannya 
surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.  
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi 
oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 jam terhitung sejak 
saat surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan surat 
perintah pelaksanaan penyitaan (SPMP).  
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan 
surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat 
tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.  
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal 
pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan 
pengumuman lelang.  
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata 
tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak 
tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan 





Untuk mendapatkan gambaran lebih mudah mengenai tahapan dan 
jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema 
dibawah ini: 
Gambar 2.1 Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif 
 
              7 hari       21 hari 
       Jatuh Tempo   
                      2 x 24 jam 
 
           14 hari                       14 hari 
 
Sumber: Pudyatmoko (2009:183) 
 
Dalam praktek sering terjadi wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya 
yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang 
diterimanya walaupun ada ancaman sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% sebulan dalam bentuk STP penagihan. Tindakan pelaksanaan penagihan 
dengan jadwal waktu 58 hari ini merupakan langkah-langkah kebijakan dari 
Direktorat Jendral Pajak agar pelaksanaan self assessment system benar-benar 
dipatuhi secara konsekuen dan konsisten, sehingga tax complience dalam 
perundang-undangan perpajakan dapat ditegakkan (Nadhiastutie, 2010:9). 
Penagihan pajak yang berhasil akan membawa implikasi : 
1.  Aspek psikologis bagi wajib pajak akan jera bilamana law enforcement tidak 
dipatuhi. 
2. Dapat diwujudkannya pencairan tunggakan pajak berarti penerimaan pajak 
makin meningkat. 
3. Law enforcement dilaksanakan dengan benar. 
















2.1.5 Pejabat Dan Jurusita Pajak 
2.1.5.1 Pejabat Direktorat Jendral Pajak 
            Dalam pelaksanaan penagihan pajak, sangat penting untuk diketahui 
siapa pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penagihan pajak. Hal ini 
penting untuk diketahui karena berkaitan dengan jenis pajak yang ada, apakah 
pajak pusat, pajak provinsi, maupun pajak kabupaten/kota. Agar melaksanakan 
penagihan pajak dapat dipertanggungjawabkan, pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku (siahan, 2007:371). 
Berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, 
kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat 
tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan UU nomor 
19 tahun 2000, yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat yang berwenang 
mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitan surat perintah 
seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, 
surat penjabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan limit, surat perintah 
penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 
sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi seluruh utang pajak 
menurut UU dan peraturan daerah. 
 
2.1.5.2 Juru Sita Pajak 
Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada KPP 
dalam hal ini secara khusus adalah jurusita pajak. Jurusita pajak sendiri 
adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan 





penyanderaan (Nadhiastutie, 2010:8). Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. 
2. Memberitahukan surat paksa. 
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan. 
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. 
Dalam melaksanakan tugas, seorang jurusita pajak harus dilengkapi 
dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak yang harus diperlihatkan kepada 
wajib pajak atau penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar jurusita pajak 
mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang 
bersangkutan adalah benar-benar jurusita pajak yang sah dan mempunyai 
tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak (Rusjdi, 2007). 
 
2.1.6 Dasar Hukum Penagihan Pajak 
1. UU Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan UU KUP Nomor 28 tahun 2007. 
2. UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU PPSP Nomor 19 tahun 2000. 
3. Keputusan Menteri Keuangan No 562/KMK. 04/2000 ditetapkan tanggal 26 
desember 2000 tentang syarat-syarat tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian juru sita pajak. 
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor:561/KMK.04/2000 tentang tata cara 





5. Keputusan Menteri keuangan nomor:147/KMK. 04/1998 sebagai mana telah 
diubah dengan keputusan Mentri keuangan 21/KMK. 01/1999 tentang 
menunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal 
waktu pelaksanaan penagihan pajak. 
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 135 tahun 2000 tentang tata 
cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. 
 
2.1.7 Beberapa Aspek Penting Tindakan Penagihan Aktif 
2.1.7.1 Surat Teguran 
      Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai 
dengan pasal 1 ayat 10 UU Penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan 
pajak adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau 
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi untang pajaknya”. 
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran 
adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan 
wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Tindakan 
penagihan pajak ini dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan, 
atau surat lain yang sejenis. Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak 
tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo.  Utang pajak 
dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi sebagaimana ditetapkan dalam surat tagihan pajak (STP), surat 
ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar 





putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah (Rainoris, 2015:7). 
Menurut Dimas (2013) penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi 
penagihan, dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pada seksi penagihan meneliti surat ketetapan pajak (SKP), 
surat tagihan pajak (STP), surat tagihan bea (STB) yang harus diterbitkan, 
surat teguran dalam sistem administrasi perpajakan dan meminta 
persetujuan kepala seksi dan kemudian diteruskan kepada kepala kantor 
pelayanan pajak melalui sistem informasi Direktorat Jendral Pajak.  
2. Kepala kantor pelayanan pajak memeriksa usulan penerbitan surat teguran 
dan memberikan persetujuan penerbitan melalui sistem informasi DJP. 
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan 
penerbitan surat teguran dan menyampaikannya kepada kepala seksi 
penagihan. 
4. Kepala seksi penagihan meneliti, memaraf surat teguran, dan menugaskan 
kepada pelaksana untuk menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan 
pajak.  
5. Kepala kantor pelayanan pajak meneliti, menandatangani surat teguran yang 
telah ditandatangani kepala kantor pelayanan pajak, menatausahakan, dan 
menyampaikannya kepada wajib pajak melalui subbag umum. 
 
2.1.7.2 Surat Paksa 
Surat paksa diterbitkan oleh kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP, 
SKPKB, SKPKBT, STPPBB, STB, SKBKB, SKBKBT, surat keputusan 
pembetulan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang 





1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis.  
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika 
dan sekaligus.  
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak 
(Zuriansyah, 2011:7).  
Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan 
modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan 
terbitnya surat paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak 
untuk melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas 
barang milik penanggung pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui 
lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui 
prosedur di pengadilan terlebih dahulu (Rainoris, 2015:7). Surat paksa diterbitkan 
paling cepat setelah lewat 21 hari dari penerbitan surat teguran, kecuali apabila 
terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan 
sekaligus, surat paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang 
waktu 21 hari sejak saat surat teguran diterbitkan. 
 
2.1.7.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus 
Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak 
tampa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak 
dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jurusita pajak 





tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan 
sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila: 
1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya 
atau berniat untuk itu. 
2. Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuwasai 
dalam rangka memberhentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau 
pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 
3. Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan 
usahanya, atau penggabungan badan usahanya, atau memindah tangan kan 
perusahaan yang dimiliki atau dikuwasainya, atau melakukan perubahan 
bentuk lainya 
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau 
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau 
terdapat tanda-tanda kepailitan. Penyampean surat perintah penagihan 
seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak 
kepada penanggung pajak. 
 
2.1.7.4 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan 
tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat 
paksa, tetapi dalam praktek sehari-hari masih banyak wajib pajak atau 
penanggung pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU Penagihan Pajak dengan Surat 
paksa, apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sesuai dengan surat 
paksa setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada 





milik penanggung pajak dengan mengeluarkan surat perintah melaksanakan 
penyitaan (SPMP) sebagai berikut: 
1. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh 
jurusita pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang 
diterbitkan oleh pejabat. 
2. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang 
berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain 
termasuk penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan 
sebagai pelunasan utang tertentu. 
3. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang-barang milik penanggung 
pajak yang dapat berupa: 
a. Barang bergerak, termasuk mobil, perusahaan, uang tunai dan deposito 
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk yang 
disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainya, 
piutang dan penyerahan modal pada perusaan lain 
b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi 
kantor tertentu. 
4. Barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagai berikut: 
a. Pakaian dan tempat tidur berserta perlengkapannya yang digunakan 
oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 
b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta 
peralatan memasak yang berada dirumah. 






d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung 
pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, 
dan keilmuan. 
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk 
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah 
seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00. 
f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak 
dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 
5. Ukuran penyitaan barang 
Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun 
dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang 
tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. 
Keadaan tertentu ini misalnya jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak 
yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak 
mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang 
pajaknya. 
6. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: 
a. Barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan 
pajak dan utang pajak 
b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya 
penagihan pajak dan utang pajak. 
7. Pencabutan sita 
Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi 
biaya penagihan pajak dan utang pajak berdasarkan putusan pengadilan atau 
putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri 





2.1.7.5 Pelaksanaan Lelang 
1. Apabila lelang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah 
dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara 
lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. 
2. Sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum 
melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang 
yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. 
3. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang dilakukan wajib 
pajak belum memperoleh keputusan keberatan, lelang juga tetap dapat 
dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak. d. Pejabat juru sita pajak tidak 
diperbolehkan untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini 
berlaku juga terhadap isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan 
garis lurus, serta anak angkat. 
4. Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa: 
a. Uang tunai dan surat-surat berharga (deposito, tabungan, saldo rekening 
Koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, 
saham, piutang, penyertaan modal dan surat berharga lainnya. 
b. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk. 
5. Pelunasan dari barang yang dijual tidak secara langsung Apabila 
penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan barang yang penjualannya 
dikecualikan dari penjualan secara lelang,: pejabat segera menggunakan, 
menjual, dan atau memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya 
penagihan pajak dan utang pajak. Yang dimaksud lelang “menggunakan” 






2.2 Penelitian Terdahulu 
Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang pencairan tunggakan 
pajak, menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif sangat penting dalam 
pencairan tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan 
pemerintah di sektor pajak. Namun beberapa dari hasil penelitian terdahulu 
masih belum memuaskan, terdapat perbedaan dari hasil-hasil penelitian tersebut 
sehingga menimbulkan adanya research gap. 
Marhaendi (2012) dalam penelitiannya menguji pengaruh tindakan 
penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama 
Tamansari Satu Jakarta, dengan menggunakan alat analisis regresi linier 
sederhana dan data diolah dengan menggunakan SPSS versi 10, variabel bebas 
yang digunakan  jumlah surat–surat yang diterbitkan oleh KPP Tamansari Satu 
Jakarta sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif sedangkan variabel 
terikatnya adalah pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa 
surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang 
diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta sebagai pelaksaan 
tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan 
tunggakan pajak. Sedangkan Rainoris (2015) meneliti mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi pencairan tunggakan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di 
KPP Pratama Jakarta Kalideres, dengan menggunakan alat analisis  regresi 
linear berganda, variabel bebas yang digunakan  surat teguran, surat paksa, dan 
surat perintah melaksanakan penyitaan sedangkan variabel terikatnya adalah 
pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
jumlah surat-surat dalam penagihan aktif yang diterbitkan oleh KPP Pratama 
Jakarta Kalideres mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan 





surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 
Jakarta Kalideres. 
  Wirawiweka (2007) mengenai analisis pengaruh kualitas penetapan dan 
tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak: studi kasus pada 
KPP Madya Jakarta Pusat. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, 
variabel bebas yang digunakan adalah kualitas penetapan dan tindakan 
penagihan aktif sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pencairan 
tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan 
tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Pitnawati (2009) mengenai efektivitas pelaksanaan penagihan aktif dalam 
pencairan tunggakan pajak pada di KPP Jakarta Pasar Minggu. Dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan “Importance and performance 
analysis” yaitu analisis tingkat kepentingan dan kinerja, yang akan menghasilkan 
data dalam diagram kartesius tentang faktor yang mempengaruhi pencairan 
tunggakan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas 
pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak dan mengetahui 
faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan dan hasilnya menunjukkan 
bahwa pelaksanaan penagihan aktif telah berjalan dengan baik yaitu sebesar 
87% responden telah menyatakan telah efektif. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Rifqiansyah, dkk (2014) meneliti mengenai analisis efektivitas dan 
kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 





wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan 
efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan 
secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang tindakan 
penagihan aktif mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penyebab timbulnya 
tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, 
pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan 
hukum, dan pola-pola perilakuan hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen 
Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, 
diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari 
serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka 
mencairkan tunggakan pajak yang terjadi.  
Tindakan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan surat teguran 
yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang 
pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga 
diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan 
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak 
atau penanggung pajak.  
Semua tindakan yang dilakukan di atas dimaksudkan untuk memaksa 
wajib pajak melunasi utang pajaknya. Apabila fiskus telah melakukan tindakan ini 
tentunya ada biaya penagihan yang harus dikeluarkan oleh fiskus sesuai dengan 
ketentuan, semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada wajib pajak 





adalah pajak terutang ditambah sanksi adminisrasi dan biaya penagihan pajak. 
Tambahan biaya ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib 
pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Tindakan penagihan pajak aktif 
merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan 
hukum di bidang perpajakan. 
Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu 
skema kerangka pikir sebagai berikut. 













2.4 Hipotesis Penelitian 
Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan berikutnya yang 
dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak dengan mendasarkan pada data wajib pajak yang tidak 
melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, 
fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar wajib 
pajak segera melunasi utang pajaknya (siahan, 2007: 283).  
Penagihan Aktif 
 
Surat Teguran  Surat Paksa  Surat Sita 
 






Serangkaian tindakan penagihan pajak  dilakukan oleh fiskus diantaranya 
melakukan tindakan penagihan aktif yang dimulai dengan penerbitan surat 
teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi 
utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga 
diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan 
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak 
atau penanggung pajak. Dalam teori bakti, karena sifat suatu negara maka 
dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban 
rakyat untuk membayar pajak. Tindakan penagihan aktif ini akan memberikan 
kemudahan bagi fiskus dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak untuk 
memaksa wajib pajak melunasi utang pajaknya. Biasanya wajib pajak akan 
merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara 
langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan 
tunggakan pajak sehingga meningkatkan penerimaan di sektor pajak. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Marhaendi (2012) 
setelah melakukan pengolahan data peneliti menyimpulkan bahwa tindakan aktif 
dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita ini membuktikan 
bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari Satu 
Jakarta sebagai pelaksaan tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif di KPP Pratama 
Tamansari Satu Jakarta. Penelitian serupa juga dilakukan Rainoris (2015) 
bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah surat-surat dalam penagihan aktif 
yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan hasilnya menunjukkan bahwa 
penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah 





pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Berdasarkan penjabaran di atas, 
diajukan hipotesis sebagai berikut: 
Ha : Terdapat pengaruh jumlah surat-surat yang diterbitkan sebagai pelaksana 





























3.1 Rencana Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh tindaan penagihan aktif terhadap pencairan 
tunggakan pajak. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan 
untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:206). 
Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini 
akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Barat Jalan Balaikota No.15. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan 
pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah 
diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok. 
Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih selama dua bulan. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 





penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Sampel merupakan bagian dari 
populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 
tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 
2002:84). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah wajib pajak yang memiliki 
tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir (tahun 2012-2014) pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
    Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan 
bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa 
dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.  
2. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala 
numerik (bilangan) (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya 
berupa data penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, dan surat 
pemerintah melaksanakan penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Makassar 
Barat.  
Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan sumber data, yaitu data 
sekunder dimana data tersebut diperoleh dari hasil dokumentasi yang di lakukan 
oleh objek penelitian maupun dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan 
penelitian yang di lakukan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, 





1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih.  
2. Penelitian lapangan (field research)  
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dengan melakukan hal-hal 
sebagai berikut:  
a. Wawancara (interview)  
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang 
diperlukan.  
b. Dokumentasi (documentation)  
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi 
dari Kantor Pelayanan Pajak Prtama Makassar Barat.  
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Sesuai dengan rumusan masalah, untuk melihat pengaruh tindakan 
penagihan aktif terhadap penerimaan wajib pajak maka variabel operasional 
yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 2 variabel yang terdiri atas 
variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu: 
a. Jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Barat 
sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif (X) 
1. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur 





2. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 
3. Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah tindakan jurusita pajak 
untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk 
melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Pencairan tunggakan pajak(Y) 
Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang 
berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat 
berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. 
Variabel pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak 
yang terutang yang didasarkan pada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT. 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat  
berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-
data lain yang terkait. Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik 
kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut 
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari 
dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, 
data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, 









3.8 Analisis Data 
Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang 
paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti 
melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis. Analisis data dapat 
memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 
penelitian. 
3.8.1 Uji Normalitas 
       Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Uji normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi 
dalam analisis parametik. Normalitas suatu data penting karena dengan adanya 
data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili 
populasi (Priyatno, 2012:33). Model regresi yang baik adalah model yang 
berdistribusi normal. 
 
3.8.2 Uji Autokorelasi 
       Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 
menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
autokorelasi. Salah satu cara menguji autokorelasi adalah dengan uji Durbin-
Watson (DW test) (Priyatno, 2009:158). 
 
3.8.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 
       Priyatno (2012:73) menjelaskan bahwa analisis regresi linear sederhana 
dipakai untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen 
dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau 






Persamaan umum regresi sederhana adalah : 
 
Keterangan : 
Y = Variabel dependen (pencairan tunggakan pajak) 
X = Variabel independen (jumlah surat – surat yang diterbitkan oleh KPP 
Pratama Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif) 
a = Intercept atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat 
X = 0 sebesar a. 
b = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X akan 
mengakibatkan perubahan terhadap Y sebesar b. Nilai b positif menunjukan 
hubungan yang searah antara variabel dependen dengan variabelindependen 
akan mengakibatkan peningkatan dan penurunan variabel dependen. Nilai b 
negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel dependen 
dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan variabel 
independen akan mengakibatkan penurunan dan peningkatan variabel 
dependen. 
 
3.8.4 Analisis Korelasi 
       Analisis korelasi sederhana atau korelasi bivariate digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel, dalam perhitungan korelasi akan 
didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar dua 
variabel tersebut. Nilai koefisien berkisar antara -1 sampai 0 atau 0 sampai 1. 
Jika nilai koefisien korelasinya semakin mendekati 1 atau -1, maka hubungan 
antara dua variabelnya akan semakin erat. Tetapi jika mendekati 0, maka 









4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
4.1.1  Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat 
KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang 
berada di bawah unit direktorat jenderal pajak kementerian keuangan, yang 
secara hierarki berada di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, 
dan Tenggara. Lahirnya kantor pelayanan pajak pratama merupakan langkah 
direktorat jenderal pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai 
tuntutan reformasi birokrasi dalam lingkungan kementerian keuangan. Kantor 
pelayanan pajak pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu 
kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan pajak, dan 
kantor pelayanan pajak. 
Genderang modernisasi di lingkungan direktorat jenderal pajak 
melahirkan kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat sesuai dengan 
peraturan menteri keuangan no.67/ PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai 
pengalihan dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan ujung pandang. KPP 
Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami 
modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi 
yang melaksanakan administrasi perpajakan pajak penghasilan (PPh), pajak 
pertambahan nilai (PPN), dan pajak tidak langsung lainnya. Wilayah kerja KPP 
Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di kota Makassar yaitu 
Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate. Setiap 






1. Kecamatan Ujung Pandang 
a. Kelurahan/Desa Baru 
b. Kelurahan/Desa Bulogading 
c. Kelurahan/Desa Lae-Lae 
d. Kelurahan/Desa Losari 
e. Kelurahan/Desa Maloku 
f. Kelurahan/Desa Mangkura 
g. Kelurahan/Desa Sawerigading 
h. Kelurahan/Desa Lajangiru 
i. Kelurahan/Desa Pisang Selatan 
j. Kelurahan/Desa Pisang Utara 
2. Kecamatan Mariso 
a. Kelurahan/Desa Kampung Buyang 
b. Kelurahan/Desa Mattoangin 
c. Kelurahan/Desa Panambungan 
d. Kelurahan/Desa Mariso 
e. Kelurahan/Desa Lette 
f. Kelurahan/Desa Kunjung Mae 
g. Kelurahan/Desa Mario 
h. Kelurahan/Desa Bontorannu 
i. Kelurahan/Desa Tamarunang 
3. Kecamatan Mamajang 
a.  Kelurahan/Desa Baji Mappakasunggu 
b. Kelurahan/Desa Maricaya Selatan 
c. Kelurahan/Desa Pa Batang 





e. Kelurahan/Desa Labuang Baji 
f. Kelurahan/Desa Mamajang Luar 
g. Kelurahan/Desa Bonto Lebang 
h. Kelurahan/Desa Parang 
i. Kelurahan/Desa Karang Anyar 
j. Kelurahan/Desa Sambung Jawa 
k. Kelurahan/Desa Tamparang Keke 
l. Kelurahan/Desa Mamajang Dalam 
m. Kelurahan/Desa Mandala 
4. Kecamatan Tamalate 
a. Kelurahan/Desa Mangasa 
b. Kelurahan/Desa Mannuruki 
c. Kelurahan/Desa Pa Baeng-Baeng 
d. Kelurahan/Desa Bongaya 
e. Kelurahan/Desa Jongaya 
f. Kelurahan/Desa Balang Baru 
g. Kelurahan/Desa Maccini Sombala 
h. Kelurahan/Desa Parang Tambung 
i. Kelurahan/Desa Barombong 
j. Kelurahan/Desa Tanjung Merdeka 
KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota 
nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 mei 
2008, sesuai dengan keputusan direktur jenderal pajak no.KEP-
95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, selanjutnya peresmian kantor ini 
dilakukan oleh menteri keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Sejak awal 





administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami tiga kali pergantian 
kepemimpinan, dimulai pada bulan mei 2008 sampai dengan bulan oktober 2008 
dipimpin oleh bapak Dr. Drs. Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja, S.E, Ak., 
M.M, M.Hum. Periode selanjutnya dipimpin oleh bapak Agung Budiwibowo, S.T., 
M.T, sampai dengan bulan Januari 2012, dan di periode selanjutnya hingga saat 
ini dipimpin oleh bapak Drs. Ashri, M.M.  
 
4.1.2     Visi, Misi dan Nilai Dari Direktorat Jenderal Pajak  
1. Visi 
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 
perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan 
integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
2. Misi 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang 
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang 
efektif dan efisien. 
3. Nilai 
a. Integritas 
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode 
etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, 
konsisten dan menepati janji. 
b. Profesionalisme 
Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan 
pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma 






Memiliki pikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan 
masalah yang kreatif, dengan mempertahankan aturan dan norma yang 
berlaku. 
d. Teamwork 
Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta 
membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan. Kantor 
pelayanan pajak (KPP) pratama ada kegiatan yang disebut ekstensifikasi 
wajib pajak, sehingga jumlah wajib pajaknya dapat selalu bertambah 
seirama dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh 
penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau melakukan 
kegiatan usaha di wilayah kerjanya dengan demikian jenis wajib pajak 
yang dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun sebagai 
pemotong atau pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi 
pemerintah). Jenis pajak yang dikelola di KPP pratama, yakni pajak 
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan 
barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), 
dam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 
Berdasarkan kegiatan di atas, karakteristik KPP Pratama Makassar Barat 
adalah: 
1. Penggabungan dari tiga unit kantor pajak sebelumnya, yaitu kantor 
pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan 
(KPPBB), dan kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak; sasaran dari 
pembentukan dan penggabungan pengoperasian kantor wilayah dan kantor 






a. Maksimalisasi penerimaan pajak. 
b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. 
c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa direktorat jenderal pajak (DJP) 
mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi. 
d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses 
pemungutan pajak. 
e. Karyawan direktorat jenderal pajak (DJP) dianggap sebagai karyawan 
yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan professional. 
f. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan. 
g. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi 
yang diperlukan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
h. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. 
2. Struktur organisasi umumnya sama dengan KPP wajib pajak besar dan 
kantor pelayanan pajak (KPP) madya, hanya saja dengan penambahan satu 
seksi yaitu seksi ekstensifikasi perpajakan. 
3. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan gabungan sistem informasi 
direktorat jenderal pajak (SIDJP), sistem informasi perpajakan modifikasi 
(SIPMOD) dan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP). 
4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak yang dikelola direktorat jenderal 
pajak (PPH, PPN, PPnBM, bea materai, PBB dan BPHTB). 
5. Account Representative (AR) ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu 
atau wajib pajak tertentu yang berada dalam wilayah kerja kantor pelayanan 
pajak (KPP) yang bersangkutan. 
Perlu untuk diketahui, bahwa sebagai suatu bentuk yang diharapkan 
menjadi model kantor pelayanan di bidang perpajakan ke depan, keunggulan 





a. Pelayanan satu atap (peningkatan pelayanan kepada wajib pajak). 
b. Program intensifikasi dan ekstensifikasi bisa lebih maksimal (adanya account 
representative yang mengawasi seluruh kegiatan wajib pajak di 
daerah/wilayah tertentu). 
c. Penggalian potensi wajib pajak orang pribadi bisa lebih ditingkatkan (strategis 
direktorat jenderal pajak ke depan adalah fokus ke wajib pajak orang pribadi). 
sebagai gambaran bisa kita lihat kontribusi wajib pajak orang pribadi dalam 
penerimaan pajak di beberapa negara. 
 
4.1.3  Struktur Organisasi 
Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Barat secara umum dapat 
dilihat pada gambar berikut ini: 









             
 
 
Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Makassar Barat 
Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang 
menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-



























dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai 
melalui efisiensi dan efektivitas kerja. 
Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan 
pengelompokkan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai 
tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan, pada 
perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks maka 
tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi dengan 
demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan 
wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik sehingga dapat 
menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Uraian jabatan instansi di kantor 
pelayanan pajak pratama Makassar Barat adalah sebagai berikut: 
1. Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar 
Barat terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KKP Pratama 
Makassar Barat. 
2. Subbagian umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, 
rumah tangga kantor dan keuangan;  
a. Bagian kepegawaian bertugas melaksanakan urusan kepegawaian 
antara lain menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, 
penataan/penyusunan arsip dan dokumen. 
b. Bagian rumah tangga bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan 
perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur 






c. Bagian keuangan bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan 
dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun daftar 
usulan kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran. 
3. Seksi pengolahan data dan informasi (PDI) bertugas untuk pemrosesan dan 
penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat 
keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan laporan 
penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
4. Seksi pelayanan bertugas untuk; 
a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP 
dan pencabutan PKP. 
b. Perubahan identitas waji pajak. 
c. Penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dan masa, serta surat 
lainnya. 
d. Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP. 
e. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan. 
f. Penerbitan SKP. 
g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen wajib pajak. 
5. Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika 
dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, 
pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan 
validasi tunggakan awal wajib pajak, mentatausahakan kartu pengawasan 
tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas 
tunggakan wajib pajak. 
6. Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak 





NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual 
objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi 
sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan 
penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat 
keterangan NJOP. 
7. Seksi pemeriksaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT tahunan 
PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak 
pertambahan nilai (PPN) untuk selain wajib pajak patuh, penyelesaian usulan 
pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan 
laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
8. Seksi pengawasan dan konsultasi bertanggung jawab terhadap pemberian 
bimbingan kepada wajib pajak, menjawab surat yang berkaitan dengan 
konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penetapan wajib pajak patuh, 
pemutakhiran profil wajib pajak, penyelesaian permohonan wajib pajak, 
penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, 
penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan 
analisis kepatuhan material wajib pajak. 
9. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional pemeriksa pajak dan 
fungsional penilai PBB. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
4.1.4  Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat 
Hingga akhir tahun 2014, KPP Pratama Makassar Barat memiliki 96.845 





wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendaharawan, 
dengan rincian sebagaimana dipaparkan dalam tabel  berikut ini: 




SD DES  2012 (JIWA) SD DES 2013 (JIWA) SD DES 2014 (JIWA) 
TERDAFTAR EFEKTIF TERDAFTAR EFEKTIF TERDAFTAR EFEKTIF 
BADAN 9.581 6.964 10.037 7.416 10.521 7.900 
BENDAHARAWAN 1.582 1.581 1.646 1.645 1.669 1.668 
ORANG PRIBADI 73.574 68.021 77.533 71.975 84.655 79.097 
Gran Total 84.737 76.566 89.216 81.036 96.845 88.665 
Sumber : Seksi Pengolahan Data Dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat 
 
 
4.1.5  Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makassar 
Barat 
Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat untuk tahun 2012, 2013 dan 2014: 
Tabel 4.2  Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 - 2014 
TAHUN RENCANA PENERIMAAN (RP) REALISASI PENERIMAAN (RP) 
2012 400.332.032.913 516.052.505.793 
2013 669.825.225.685 530.229.414.060 
2014 618.496.872.000 580.502.230.387 
Sumber : Seksi Pengolahan Data Dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat 
 
4.1.6  Kondisi Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Makassar Barat 
Berikut adalah data mengenai kondisi tunggakan pajak di KPP Pratama 
Makassar Barat yang disajikan dalam tahun 2012, 2013 dan 2014: 
Tabel 4.3  Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2012 - 2014 









Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Makassar Barat berasal dari 
STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas dan telah lewat tanggal jatuh tempo, 
surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, 
putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar bertambah. Penambahan jumlah tunggakan berasal dari kenaikan 
tunggakan pada triwulan berjalan. 
 
4.2 Deskripsi Data 
Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih 
dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai tindakan penagihan 
aktif (jumlah surat teguran, jumlah surat paksa, sampai jumlah surat perintah 
melaksanakan penyitaan) yang diterbitkan serta pencairan tunggakan wajib 
pajak yang dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang 
didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Barat dari tahun 2012 sampai 2014. 
Tabel 4.4 Jumlah Surat-Surat Yang Diterbitkan Sebagai Pelaksana 
Tindakan Penagihan Aktif Dan Pencairan Tunggakan Pajak 












Jumlah Surat-Surat Sebagai 
Pelaksana Tindakan 




Januari (2012) - 30 - 30 175.813.431 
Februari 31 67 - 98 682.670.819 
Maret 49 6 - 55 528.679.192 
April 38 63 - 101 494.506.175 
Mei 185 220 - 405 207.786.123 
Juni 38 120 - 158 379.599.876 
Juli 101 81 - 182 231.365.311 
Agustus 68 150 - 218 207.291.778 
September 37 4 3 41 954.649.116 
Oktober 21 97 - 118 223.094.289 
November 123 2  - 128 273.575.917 
















Jumlah Surat-Surat Sebagai 
Pelaksana Tindakan 




Januari (2013) 42 - - 42 285.008.980 
Februari 10 102 - 112 252.921.757 
Maret 90 2 - 92 259.863.628 
April 30 35 - 65 391.121.777 
Mei 26 - - 26 222.410.269 
Juni 31 35 - 66 279.246.765 
Juli 43 32 1 75     149.464.161 
Agustus 20 31 - 51 163.128.540 
September 3 30 - 33 141.754.196 
Oktober 41 44 - 85 391.236.101 
November 39 17  - 57 343.113.467 













Jumlah Surat-Surat Sebagai 
Pelaksana Tindakan 




Januari (2014) 20 - - 20 24.876.414 
Februari 31 174 - 205 180.885.444 
Maret 84 217 - 301 150.379.033 
April 1 104 - 112 253.696.731 
Mei 87 - - 87 128.298.317 
Juni 46 92 7 138 762.201.566 
Juli 90 33 2 123 350.077.317 
Agustus 99 120 - 219 614.741.719 
September 136 33 - 169 259.964.152 
Oktober 238 34 - 272 519.036.887 
November 43 174 - 224 500.358.567 
Desember 139 15 - 156 903.797.926 
 
 
4.3 Pengujian Hipotesis 
Nilai rata-rata (mean) dari variabel independent, yaitu berupa jumlah total 
surat-surat yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tindak penagihan aktif 





penyitaan sebesar 128,94. Jumlah total minimum surat-surat yang diterbitkan 
oleh KPP Pratama Makassar Barat pada bulan januari adalah 20 lembar, 
sedangkan jumlah total maksimum surat-surat yang diterbitkan oleh KPP 
Makassar Barat pada bulan desember 2014 adalah sebayak 405 lembar. 
Menunjukkan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan telah mengalami 17 kali 
penurunan dan 19 kali peningkatan dapat disimpulkan sebagai berikut dimulai 
dari bulan januari penurunan dan februari peningkatan pada bulan maret 
penurunan di bulan april, mei, dan juli terjadi peningkatan, juli penurunan 
kembali, agustus terjadi peningkatan, september penurunan dan oktober, 
november, desember terjadi peningkatan kembali dan penurunan bulan januari 
(2013), terjadi peningkatan pada bulan februari, terjadi penurunan pada bulan 
maret, april, dan mei, terjadi peningkatan pada bulan juni dan juli, terjadi 
penurunan kembali pada bulan agustus, september, november dan peningkatan 
kembali di bulan desember, penurunan pada bulan januari (2014), terjadi 
peningkatan pada bulan februari dan maret, terjadi penurunan pada bulan april 
dan mei, terjadi peningkatan bulan juni, terjadi penurunan pada bulan juli, 
peningkatan pada bulan agustus, penurunan di bulan september, peningkatan di 
bulan oktober, penurunan di bulan desember. Apabila di rangkum bulan januari 
(2012), maret, juni, september, januari (2013), maret, april, mei, agustus, 
september, november, januari (2014), april, mei, juli, september dan desember, 
17 bulan yang mengalami penurunan dengan jumlah surat-surat yang telah 
diterbitkan yaitu sebayak 1.317 surat sedangkan dari bulan februari, april, mei, 
juli, agustus, oktober, november dan desember (2012), februari, juni, juli, oktober 
dan desember (2013), februari, maret, juni, agustus, oktober dan november 
(2014), 19 bulan yang mengalami peningkatan dengan jumlah surat-surat yang 





wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan, dan pihak aparat pajak (fiskus) telah 
menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan penagihan pajak yang berlaku 
saat ini. Nilai standar deviasi sebesar 92,154 perbedaan jumlah surat-surat yang 
telah diterbitkan ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantranya peraturan-
peraturan, pengetahuan tentang pajak, ketersediaan fasilitas yang memadai. 
Nilai rata-rata mean dari variabel dependen, yaitu beberapa jumlah 
pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 359.755.747,08. Jumlah pencairan 
tunggakan pajak minimum adalah sebesar Rp 24.876.414 pada bulan januari 
2012, sedangkan jumlah pencairan tunggakan pajak maksimum adalah sebesar 
Rp 954.649.116 nilai standar deviasi Rp 236.421.333,3 menunjukkan perbedaan 
pencairan tunggakan akibat penagihan aktif tiap bulannya. Perbedaan ini dapat 
dipengaruhi oleh penjumlahan saldo awal tunggakan pajak dengan penambahan 
tunggakan pajak dan di bagi beberapa persen kemudian sisanya untuk pencairan 
tunggakan tanpa akibat penagihan aktif. Hasil statistik deskriptif dari masing-
masing variabel  disajikan dalam tabel, sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif 
 Sumber: Data Sekunder yang Diolah 
 
 
4.4 Pengujian Asumsi Klasik 
Dalam melakukan pengujian pada penelitian ini ada beberapa tahapan 





dahulu dilakukan uji asumsi klasik dilakukan agar dapat mengetahui apakah 
model estimasi telah memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan yang 
cukup serius. Penelitian ini menggunakan: 
4.4.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi 
yang paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot. 
Pada Normal P-P Plot prinsip normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat 
histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk 
mendeteksi adanya normalitas, maka pada gambar dibawah ini akan 
disajikan grafik hasil pengujian normalitas. 




















Gambar pada P-Plot diatas terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis 
diagonanya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 
 
4.4.2 Uji Autokorelasi 
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 
menurut waktu atau tempat. Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara 
linier antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu 
periode t-1 (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya 
masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Nilai Durbin-Watson lebih kecil dari batas bawah DurbinWatson (DW<DL) 
berarti terjadi autokorelasi positif. 
b. Nilai Durbin-Watson berada diantara batas bawah dan batas atas (DL≤DW 
DU) berarti tidak terjadi autokorelasi. 
c. Nilai Durbin-Watson batas atas DU (DW > DU) berarti terjadi autokorelasi 
negatif. Tabel dibawah ini akan disajikan hasil pengujian autokorelasi: 
 
 
Tabel 4.6 Output Uji Autokorelasi 
 
Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah 
 
Berdasarkan output di atas, deketahui nilai DW 1,841, selanjutnya nilai ini 





jumlah variabel=2, maka diperoleh nilai DU 1,524. Nilai DW 1,841 lebih besar 
dari batas atas (DU) yakni 1,524 dan kurang dari (4 - DU) 4 -1,524= 2,476 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 
 
4.4.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana dipakai untuk menganalisis hubungan 
linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang 
digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen 
berdasarkan variabel independen dan hasil perhitungan melalui SPSS 21 
diperoleh output sebagai berikut: 
Tabel 4.7 Output Regresi Linier Sederhana 
 
Sumber:Data Sekunder yang Telah Diolah 
 
Persamaan umum regresi sederhana adalah : 
 
maka : 
Y = a + bX 
Y = 297.922.983,7 + 479.530,347X 
Karena nilai koefisien b= 479.530,347 (positif) maka model regresi positif atau 
searah, berarti bertambahnya nilai X (jumlah urat-surat yang diterbitkan KPP 
Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif) mengakibatkan 
bertambahnya nilai Y ( Jumlah pencairan tunggakan pajak). 
Dimana : 






X : jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Makassar Barat sebagai 
pelaksana tindakan penaghihan aktif 
Hipotesisnya : 
Ha : Terdapat pengaruh jumlah surat-surat yang diterbitkan sebagai pelaksana 
tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 
Makassar Barat. 
1. Proses perhitungan sebagai berikut : 
Derajat bebes (df) = n – (k – 1) 
              = 36 – (2 – 1) = 35 
T hitung = 1,109, t tabel = 2,034 dengan probabilitas (P)= 1,231 
2. Kriteria pengujian diterma atau ditolak adalah: 
a. jika t tabel ≤ t hitung maka Ha ditolak 
b. jika t tabel > t hitung maka Ha diterima, atau 
c. Ha diterima = sig > 0,05 
d. Ha ditolak = sig < 0,05 
Hasil uji-t diatas dapat diketahui t-hitung <  t-tabel (1,109 < 2,034) dan sig > 
0,05 maka Ha diterima, ini menunjukkan bahwa jumlah surat-surat yang 
diterbitkan oleh KPP Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan penagihan 
aktif (X) berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap pencairan tunggakan 
pajak (Y). 
Daerah penolakan Ha (-)             Daerah penerimaan Ha (+) 
           
    










4.4.4 Analisis Korelasi 
Analisis korelasi sederhana atau korelasi bivariate digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel. Dalam perhitungan korelasi akan 
didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar dua 
variabel tersebut. Nilai koefisien berkisar antara -1 sampai 0 atau 0 sampai 1. 
Jika nilai koefisien korelasinya semakin mendekati 1 atau -1, maka hubungan 
antara dua variabelnya akan semakin erat. Tetapi jika mendekati 0, maka 
hubungannya akan semakin lemah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 













Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah 
 
Analisis korelasi diatas menunjukkan bahwa antara jumlah surat-surat 
yang diterbitkan akibat penagihan aktif dengan pencairan tunggakan wajib pajak 
menghasilkan angka 0,187, angka tersebut menunjukkan kuatnya korelasi antara 
tindakan penagihan aktif dengan pencairan tunggakan pajak karena nilai r di atas 
0,05 dan nilai koefisien korelasinya semakin mendekati 1 atau -1, maka 
hubungan antara dua variabelnya akan semakin erat. 
 
4.5 Pembahasan 
Setelah dilakukan empat pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 
memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang 
terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dapat disimpulkan bahwa model 





normalitas. Berdasarkan hasil analisis data statistik dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima. Hasil analisis 
menunjukkan nilai t-hitung 1,109 < t-tabel 2,034 (sig 0,275 > 0,05). Hasil ini 
menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berbanding lurus dengan 
pencairan tunggakan pajak. Hal ini mendukung teori yang dinyatakan oleh 
Gunadi (2004:75) yang menyatakan bahwa peningkatan frekuensi dan mutu 
penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya tunggakan pajak. 
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Wirawiweka (2007) 
dan Rainoris (2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaaan tindakan penagihan 
aktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak 
sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2.  
Hasil pengolahan data statistik menunjukkan bahwa tindakan penagihan 
aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga 
memberikan arti bahwa penagihan aktif merupakan faktor yang menentukan 
tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Apabila tindakan penagihan aktif 
dilakukan secara intensif dan efektif kepada wajib pajak yang menunggak utang 
pajaknya, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar 
namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif 
dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggaka pajak semakin kecil.  
Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan 
pencairan tunggakan pajak tersebut dapat dilakukan, karena pada prinsipnya 
tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk 
menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara 
intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak 








Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, 
maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah jumlah surat - surat 
yang diterbitkan oleh KPP Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan 
penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil 
penelitian ini mendukung Teori Kewajiban Mutlak yang menyatakan bahwa 
hukum pajak harus diterapkan tanpa pengecualian bagi semua wajib pajak 
dalam keadaan yang sama. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa tahun 2000 menyatakan „‟penagihan adalah serangkaian 
tindakan aktif agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyenderaan, dan menjual barang yang telah disita‟‟. Tindakan penagihan aktif 
dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan 
merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan 
pajak. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, 
maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar, namun 
sebaliknya jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan 











Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana 
dipaparkan di atas, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, 
prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, 
karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan 
tunggakan pajak; sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif 
maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak sehingga dapat 
mempengaruhi penerimaan pajak. 
2. KPP Pratama Makassar Barat lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam 
melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran bagi 
masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan 
dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 
lebih meningkat. 
3. KPP Pratama Makassar Barat perlu menambah jumlah juru sita karena 
seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal 
ini dilakukan supaya tindakan penagihan pajak menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian 
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RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK 
KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT 
TAHUN 2012 - 2014 
  
  
1. PAJAK PENGHASILAN NON 
MIGAS 
  
 RENCANA   REALISASI  
2012 2013 2014 2012 2013 2014 
264.337.035.549  291.308.475.032  280.203.587.000  242.670.054.993  249.810.744.518     332.562.241.462  






112.036.982.000  108.466.664.447  
  
105.562.030.257     128.802.447.634  
411122   1.2. PPh Pasal 22  
  
 10.086.806.149  
  
 12.382.378.004  
   
13.969.315.392    11.328.571.739    11.927.014.159       14.203.730.455  
411123   1.3. PPh Pasal 22 Impor  
       
 235.440.226  
     
1.295.434.762  
       
 691.214.552      1.095.741.017         590.159.612            822.256.083  
411124   1.4. PPh Pasal 23  
   
12.353.474.190  
   
12.987.231.369  
  
 14.264.347.223    11.871.396.116    12.178.912.604       19.762.722.458  
411125   1.5. PPh Pasal 25/29 OP  
  
 23.835.101.159  
   
27.861.752.000  
  
 16.395.630.000    15.344.469.345    14.666.518.072       18.042.618.723  
411126 
  1.6. PPh Pasal 25/29 
Badan  
  
 17.336.451.794  
    
 8.908.767.414  
   
15.532.706.488      8.138.240.217    13.261.838.895       15.830.844.475  
411127   1.7. PPh Pasal 26  
        
123.365.518  
       
 456.510.887  
    
 3.521.838.658         417.026.857      3.006.949.042         2.480.276.875  
411128 
  1.8. PPh Final dan 
Fiskal LN  
 
  61.054.497.594  
 
  87.157.673.597  
 
103.782.282.337    85.894.912.246    88.609.406.843     132.570.566.194  
411129 
  1.9. PPh Non Migas 
Lainnya  
                               
-  
                             
-  
           
 8.099.118         110.709.484             6.915.034                8.812.293  
411131 
 Pendapatan PPh Fiskal 
LN  
    
                             
-  
          
 1.171.233             2.323.525             1.000.000              37.966.272  
1,5. PAJAK PENGHASILAN MIGAS 
  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
     
       7.983.555  
   
       32.162.955  
  
           51.716.531  
411111  PPh Minyak Bumi  
      
                             
-  
                               
-                1.360.772  
411112  PPh Gas Alam  
      
           3.062.634           10.522.395              35.745.187  
411119  PPh Gas Alam Lainnya  
      
           4.920.921           21.640.560              14.610.572  
    
      
      
2. PPN & PPn BM 
  
135.688.786.572  378.256.233.735  338.094.045.000  273.202.891.973  280.210.739.172     247.694.728.692  






336.225.378.331  269.602.301.191  
 
279.947.724.892     245.017.464.905  
411212  PPN Impor   
      
  737.706.123  
   
  4.619.514.269  
     
1.786.904.591      3.323.862.665      1.486.198.678         2.482.028.328  
411219  PPN Lainnya  
      
  110.223.299  
    
    110.694.185  
        
  77.221.616           79.647.393           64.226.520              49.218.098  
411221  PPnBM Dalam Negeri   
                               
-  
       
 257.347.994  
                              
-         185.168.685  (1.291.187.297)             62.216.608  
411222  PPnBM Impor   
                               
-  
        
 15.351.125  
           
 4.540.462           11.045.539  
              
3.776.379              83.800.753  
411229  PPn BM Lainnya  
                               
-  
           
 1.204.264  
                              
-                866.500  
                               
-                              -  
3. PBB   
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411311  PBB Pedesaan  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411312  PBB Perkotaan  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411313  PBB Perkebunan  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411314  PBB Kehutanan  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411315  PBB Pertambangan  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411316  PBB Migas  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411319  PBB Lainnya  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
411411  BPHTB  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  
                               
-                              -  
4. PAJAK LAINNYA 
  





411611  Bea Meterai  
     
   306.210.792  
     
   260.516.918  
   
     199.240.000         166.664.600         150.000.000            149.500.000  
411612 
 Penjualan Benda 
Meterai  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  - - 
411619  PTLL  
                               
-  
                             
-  
                              
-  
                             
-  -               8.250.000  
411621  Bunga Penagihan PPh  
                               
-  
                             
-  
                              
-             2.198.651           16.079.487              35.593.702  
411622  Bunga Penagihan PPN  
                               
-  
                             
-  
                              
-             2.712.021             9.687.928                   200.000  
411623 
 Bunga Penagihan PPn 
BM  
                               
-  
                             
-  
- 
- - - 
411624  Bunga Penagihan PTLL  
                               
-  
                             
-  
- 
- - - 
5. TOTAL 
  





















Lampiran 3  
 
LAPORAN PERKEMBANGAN TUNGGAKAN  
PAJAK KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT 
TAHUN 2012 - 2014 
Tahun 2012 
Bulan Piutang Awal Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Piutang Akhir 
Januari      45.259.952.846  1.316.144.756                180.113.431       46.395.984.171  
Februari      46.395.984.171  37.280.064                682.570.819       45.750.693.416  
Maret      45.750.693.416  160.357.448                522.363.488       45.388.687.376  
April      45.388.687.376  147.302.616                494.356.175       45.041.633.817  
Mei      45.041.633.817  303.226.729                201.455.348       45.143.405.198  
Juni      45.143.405.198  515.791.254                378.245.516       45.280.950.936  
Juli      45.280.950.936  27.298.700                212.464.356       45.095.785.280  
Agustus      45.095.785.280  514.242.133                213.183.765       45.396.843.648  
September      45.396.843.648  993.507.815                199.069.545       46.191.281.918  
Oktober      46.191.281.918  33.963.080                209.990.289       46.015.254.709  
Nopember      46.015.254.709  44.270.754                252.006.908       45.807.518.555  






Bulan Piutang Awal Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Piutang Akhir 
Januari      46.924.282.826  532.592.102                533.189.860       46.923.685.068  
Februari      46.923.685.068  1.080.978.112                255.675.375       47.748.987.805  
Maret      47.748.987.805  505.892.811                314.385.833       47.940.494.783  
April      47.940.494.783  77.907.103                488.094.767       47.530.307.119  
Mei      47.530.307.119  1.488.546.953                326.221.336       48.692.632.736  
Juni      48.692.632.736  153.217.064                291.504.146       48.554.345.654  
Juli      48.554.345.654  1.452.310.025                135.597.442       49.871.058.237  
Agustus      49.871.058.237  3.176.809.230                165.499.870       52.882.367.597  
September      52.882.367.597  1.429.611.317                145.004.243       54.166.974.671  
Oktober      54.166.974.671  791.861.030                453.438.341       54.505.397.360  
Nopember      54.505.397.360  507.606.647                380.295.123       54.632.708.884  













Bulan Piutang Awal Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Piutang Akhir 
Januari      43.781.490.029  504.184.162                292.174.184       43.993.500.007  
Februari      43.993.500.007  303.482.539                246.955.715       44.050.026.831  
Maret      44.050.026.831  1.478.339.206                181.326.349       45.347.039.688  
April      45.347.039.688  779.862.397                318.804.556       45.808.097.529  
Mei      45.808.097.529  4.296.432.778                637.472.369       49.467.057.938  
Juni      49.467.057.938  900.852.906                645.519.883       49.722.390.961  
Juli      49.722.390.961  2.629.044.007                273.934.763       52.077.500.205  
Agustus      52.077.500.205  1.252.003.345                662.209.789       52.667.293.761  
September      52.667.293.761  508.562.811                414.146.688       52.761.709.884  
Oktober      52.761.709.884  2.032.842.865                745.460.298       54.049.092.451  
Nopember      54.049.092.451  16.486.375.055             1.941.962.524       68.593.504.982  


















































































UJI ASUMSI KLASIK 
 
























LAPORAN KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK 
 KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT 
TAHUN 2012 - 2014 
 
Tahun 2012 




















                              
-  





         
32.800.000  
            
175.813.431  
Februari 31 






         
96.203.551  
            
682.570.819  
Maret 49 
         
598.649.087  
6315704 Maret 6 
       
349.130.270  
            
522.363.488  
April 38 






       
628.766.968  
            
494.356.175  
Mei 185 






       
524.950.078  
            
201.455.348  
Juni 38 






       
511.171.686  
            
378.245.516  
Juli 101 






       
195.623.847  
            
212.464.356  
Agustus 68 






       
477.948.889  
            
204.291.778  
September 37    500.180.824  5043740 September 4     500.000.000   199.069.545  
Oktober 21 





97 54.023.560  
            
209.990.289  
November 123 






       
474.458.260  
            
252.006.908  
Desember 0 






         
90.969.456  









































      
1.392.650.314  285008980 
 
Januari 0 
                             
-  79916533 
 
Februari 10 
            
14.827.467  203958899 
 
Februari 102 
       
880.227.334  48962858 
 
Maret 90 
      
1.512.036.242  196656606 
 
Maret 2 
           
3.689.660  63207022 
 
April 30 
         
475.802.520  276673998 
 
April 35 
         
24.820.895  114447779 
 
Mei 26 
            
24.745.931  222410269 
 
Mei 0 
                             
-  35575018 
 
Juni 31 
            
33.300.000  227315802 
 
Juni 35 
       
129.035.478  51930963 
 
Juli 43 
         
413.530.493  55967395 
 
Juli 32 
       
182.182.468  19920493 
 
Agustus 20 
         
801.063.713  41560654 
 
Agustus 31 
       
581.382.756  121567886 
 
September 3 
            
66.424.548  80348806 
 
September 30 
       
760.746.126  61405390 
 
Oktober 41 
      
1.490.327.790  130116669 
 
Oktober 44 
         
48.262.801  261119432 
 
November 39 
         
683.911.048  49335549 
 
November 17 
   
1.225.451.850  293777918 
 
Desember 57 
      
1.433.662.180  176748879 
 
Desember 0 
                             
-  778142413 
 
Tahun 2014 





















            
24.100.000  
           
24.876.414  Januari 0 
                             
-  




         
317.636.720  
           
19.352.029  Februari 174 
   
1.139.584.655  




         
645.508.058  
           
35.452.256  Maret 217 
         
86.717.786  




            
62.784.090  
           
30.270.157  April 104 
       
455.617.603  




         
554.671.914  
         
128.298.317  Mei 0 
                             
-  




      
1.719.462.000  
           
23.775.000  Juni 92 
       
409.957.373  




      
2.614.009.585  
           
22.253.431  Juli 33 
   
1.766.447.014  




      
1.622.917.278  
         
374.845.156  Agustus 120 
       
153.220.313  
            
239.896.563  
September 136     1.605.781.885        36.477.759  September 33 1.994.675.334       223.486.393  
 
Oktober 238 
      
4.640.917.924  
           
96.761.242  Oktober 34 
   
1.223.386.507  




         
480.790.863  
         
243.108.385  November 174 
       
382.070.207  




         
894.940.693  
         
571.436.049  Desember 15 
       
374.850.000  
            
332.361.877  
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83 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
